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Abstract
The Pancasila role in law national developmenl at globalization era, globalization
affects the economic, political and legalculture, making the relationship the countnes
is becoming one global village. The aspect ofsubstance by the increasing adopted
liberalism or neo-liberclism; and the cultural aspects afect the attitudes and behawors
that tend to be individualistic society. The Pancasila as an ideology and the basic
state of Indonesia, in the development of natio al law is a necessary
"staatsfundamentalnorm or rcchtsidee" lo elaborated in the principles of law and
implementing of lcw. The Pancasila as well as aflter for conformance to international
legal instt'uments thatwill be enforced; aswellas guidancefor state and government
agencies infotmulating, implementing, and enforcing, and guidelines for Indonesia
people.
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I. PENDAHULUAN sistem perdagangan era global, perusahaan
transnasional, Iembaga-lembaga fi nansial dan
Globalisasi merupakan tataran sosial pembangunan i temasional berperan secara
(order)yangmempetgaruhi perikehidupan intensifdan dominan mendesakkesepakatan
ekonomi, politik, dan hukum suatu negara di intemasionalpngdiamhkanpada su tunega.a
berbagai belahan dunia akibat pesatnya u[tuk melakukan reformasi aturan dan
perkembangan teknologi komunikasi, kebijakan disegala bidang, mulai sistem
tra[sportasi dan informasi, sehingga perpajakan, ketenagake{aan, perdagangan,
memudahkaninterakihubunganintemasional hutang, dan investasi (Firman Muntako,
yangdilaktLkanolehnegara-negtamaupun 200'7:165-166).
organisasi intanasional. Istilah globalisasi pada Globalisasi menrDakan suatu Droses
umumnya dianggap berhubungan dengan percepatan i teraksi yang luas dalam bidang
segala hal yang berkaitan dengan politik, teknologi, ekonomi, sosial,bahkan
perekonomiansehinggamelibatkanhubwgan- budaya.Globalisasimenggambarkanmulti
hubungan global yang mengacupada semakin lapis dan multi dimensiproses serta fenomena
menyatunya unit-unit ekonomi ke dalam satu hidup sebagianterbesar didorong oleh negam-
unit ekonomi dunia (Eddy Pmtomo, Jurnal negara Barat dan secara khusus kapitalis
Hukum Bisnis Vol.23 No.l, Tahun 2004:35). beserta nilai-nilai hidup dan pelaksanaamya
Globalisasijugaditandai denganbe6agai (SamuelM. Makind4 CunentAfair,Vol. 74,
dorongan perusahaan transnasional, No. 6, April-Mei 1988:4). Proses globalisasi
restnrkturisasi ekonomi dan pengernbangan adalah penyebaran secara gradualpemikiran-
perdagangan i tra-regional. Mekanisme dari pemikimndannilai-nilaiyangberkaitandengan
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hak-hak sipil dan politik di satu pihak, dan hak-
hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak
untukpembangunan (right to development)
bagi negam-ncgam berkcmbangdi pihak lain.
Secam bertahap emikiran dan nilai-nilai
tersebut mgmberikan landasan bagi konsep
global cilizenship. Peranan PBB dengan
United Natiotls Charlemya sangat signifikan
dalam pemikiran scrta nilai-nilai terscbut dan
secara bertahap telah dirari fikasi oleh bcrbagai
negara didunia (Muladi, 2007:9). Globalisasr
yang masuk dalam bennrk kebijakan dan
atuan hukum yangditetapkan oleh negara
banyak mengardulg I lai-nilai liberalis. sebagai
suatu konsekucnsi toleransi tcrhadap
pcrkembangan danpengaruh negara-negara
maju yang pada umumnya mcnganut paham
libcralis, sehingga dapat dikatakan bahwa
globalisasi berbasis I ibcrali$nc.
Paham l ibe la r isme ekonomi  in i
memperjuangkan /er.re;f;i/? (peNairgan
bebas), yaitu paham yang mcmperjuangkan
hak-hak atas kcpemilikan dan kebebasan
individualdimana mercka iebih percaya pada
kekuatan pasar urfuk mcnyelcsaikan masalah
sosial ketimbang mctodo i[tervensi negara
yang mcngambil bentuk dalam regulasF
rcgulasi yang dihasilkannya.
Ulrich Beck ( 1998) mengatakan bahwa
globalsasi berpengaruh terhadap relasi-relasi
antar negara dan bangsa di dunia yang akan
mengalarni de t e i t or ia I is asi Anthony Gidden
(2000) menamai globalisasi ebagai /re rrn
a way world, perubahan-perubahan
dibqbagai bidang terutama perubahan sosial
di suatu negara kan berpengaruh secaia cepat
terhadap negara lain, sehingga negara yang
belum siap untuk bcrsaing akan lemakin
tertinggal. Sedangkan Konichi Ohmae (1995)
menyatakan balrwa globalisasi akan mernbawa
kehancuran egara-negara kebangsaan
(Kaelan,2006:1).
Globalisasi yang membawa pengaruh
negatif bagi tatanan hukum lndonesia, sepgrti
berkembangnya co rpora I e im per ia I i s m,
culturc imperiali.rr?, dan kerusakan
lingkmgan hidup dar budaya, ketidakadilan
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dan sebagainya (Muladi, nnkalahdisampailcan
pada Pembckalan Konsepsi Nasional dan
Kepemimpinan Bagi Unsur PimpinanAnggota
DPRD Kota se Indonesia, Jakarta, 2006:3),
tanpa dapat drhindari masul melalui prinsip-
prinsip umun huLurn intemasional yalg diakui
melalui perjanjian-perjanj ian intemasional.
Dalam konteks Indoncsia, ilmll hukum
lndoncsia dalah ilmu normatiftentang konsep
kchidupan bcrmasyamkat di Indoncsia. Jika
dikaitkan dengan Pembukaan lruD 1945
dapat dikatakan bahwa ilrnu hukum Indonesla
adalah iilnu nonnatiftcntang konscp kehidupon
kebangsaan yang bebas, mcngandung aspek
yang luas, yainr dalam aspek bennasyankat,
bcrbangs4 dan bemegara ( meliputi ideologi,
politik, sosial, budaya ), atau ilmu tcntang
kehidupan kebangsaan. Jika tatanan
kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan
adalah Pancasila, maka mcmbangun hukurn
lndoncsia bcrirti membangun sistem hukum
yang bcroricntasipada nilai dan paradigma
Pancasila, yaitu paradigna ketuhanan (moral
relegius), paradigma kemanwiaan, paradigrna
kcbaDgsaan (persatuan / kcpentingan urnum),
paradigma kerakyatan / demokrasi dan
paradigma kcadilan sosial (Barda Nar,r awi
Aricf, 2005:2-3).
Kondisi fakual hul'um Indonesia saat ini
sangat mernprihatinkar! mengingatbanyaknya
peratunn perundang-undangan y g lepas dari
kontcks ke-Indonesiaan, cendcru11g
mengandung nilai liberalis dan kapitalis yang
masuk melalui globalisasi, sehingga jika
dibiarkan akan menghilangkan ciri, sistem dan
nilai kehidupan bangsa Indonesia yang
menganut paham integralistik yang dikenal
dengannilai-nilai Pancasila.
Kondisi demikian akao berdampak bagi
kehancuan sistcm sekaligus pembangunan
hukum di kdonesia yang seharusnla dibangun
dari nilai'nilai Pancasila. Untuk itu perlu suahr
pengkajian tentang pambangunan hukum
nasional yang sesuai dcngan nilai-nilai
Pancasila, sekaligus juga sesuai d€ngan
perkembangan hukum masyarakat
intemasional diera globalisasi.
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Berdasarkan latar belakang masalah di
atas, dapat dirumuskan beberapa
p€rmasalahal sebagai berikut : (l) bagaimana
implikasi globalisasi terhadap tatanan hukum
Indonesia ?dan bagaimana peran Pancasila
dalam pembangunan hukum nasional guna
mengatasi pengaruh negatifdari globalisasi ?
II. PEMBAHASAN
Implikasi Globalisasi Terhadap Tatanan
Hukum
Globalisasi pada hakekahya dalah suaru
proses translbrmasi sosial yang akan
membawa kondisi umat manusia yang
berbeda-beda dan terpencar-pcncar dibanyak
wilayah negam di duni4 kesatu kondisi truggal
yang tidak mengenal batas-batas wilayah.
Pengatuh globalisasi )€ng demikian luas, tidak
saja dibidang ekonomi tetapijuga dibidang
sosial, budaya, teknologi, pcrdagangan,
(Barbara Parker, 1997:484), yang
kesemuanya menimbulkan problematika
schingga perlu diatur oleh aturan hukun
sebagd, law making dan perlu pcnegakan
hukum sebagai law enforcement (Abdul
Manan,2005:64).
Implikasi globalisasi terhadap hukum,
karena dalam beberapa hal sulir dii indari
keharusan egara unn* mentaali iisrtrrnen-
instrumen hul-um internasional, dalam hal-hal
t€rtentu negara harus tunduk pada ketentuan
intemasional didorong oleh kebutuhan untuk
mengikuti standar-standarintcmasionalagar
tidak terisolasi dari pergaulan i temasional tau
dengan pengharapan bahwa instrumen-
instrumen hukum internasional tersebut
nenyediakan disryte settlement bod, apablla
terjadi perselisihan huktsm (llorld Trade
Organization dan International Courl of
Ju s t i c e), ^ tan kar ena kebutuhan untuk saling
membantu apabila terjadi masalah ukum
(ekstradisi atau nrtral legal assistance in
criminal mat ters) (Ml'lladi, 2007:9).
Implikasi globalisasi terhadap tatanan
hukum lndoncsia, tidak saja mctraksa kita
harxs menyesuaikan hukun nasional kita
dongan scgala keteltuan hukum pcrjanjian
intemasional yang tclah kira ratifikasi. terapi
kita juga harus melaksanakannya dengan
konsisten dan konsekuen. Bahkan, dalam hal-
hal tertenhr, misalnya dalam bidang penanaman
modal, kita babkan haxus menerima tekanan-
tekanan negan-negara maj u yang memaksa
agar kita mcnetapkan kebijakan dan hukum
yang sesuai dorgan kehendak negara penekan.
Hal ini disebabkan karena kebutuharr
lndoncsia untuk pembiayaan pelaksaaaan
pembangunan dengan mengharapkan danya
bantuan asing. Globalisasi banyak ditentukan
oleh negara-negara maj u, yang menyebarkan
hukum modem yang bersifar Fropc-sennis
dan berwatak liberal. Hukum modem muncul
sebagai hukumyanghanumengakomodasikan
dan mengkompromikan kekuatan-kekuatan
sosial yang ada. Flukum berfungsi untuk
menjaga gar lalu lintas dan interaksi antar
kekuatan-kekuatan tersebut berjalatr
produktif. Hukum yang bcrwatak demikian
akan terjadi kesulitan manakala hukum
tersebut diterapkan pada masyarakat atau
negara dengan kosnrologi yang berbeda
(Satjipto Rahardjo, 2006: l3-14). Kenyataan
ini yang mengakibatkan hukum Indonesia
seringkali tidak dipatuhi oleh masyarakat.
Ketergantungan l donesia yang amat
besarterhadap perekonomian i tcmasional
menyebabkan semakin banyak peraturan
perudang-undanganyang r ogadopsi paham
libeml, atau yang saat ini lebih dikcnal dengan
neoliberal, yang pada dasamya hanya sebuah
fenomcna kebangkitan kembali faham liberal
lama. yang pada intinya dapat dikenali melalui
lima ciri pokok (Budi Setiawan, Radar
I-ampung 30 April 2007 :26),yai|u:
l. l l lembiark.rn mekanisme pasar bekerja.
termasuk membebaskan perusahaan
swasta dari negara atau pemerintah.
Pcncrapan keyakinan tersebut berupa
pemberian ruang bebas dan keterbukaan
terhadap erdagangan i temasional dan
invcstasi, seperti AFTA maupun NAFTA.
Tntinla sebuah arca lang bcbas dari
birokrasi negara.
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2. Efisiensi dengan memangkas semua
anggaran negara yang tidak prcduktil
seperti subsidi untuk pelayanan sosial,
subsidi anggaran pendidikan, kesehatan
dan jarninan sosial airmya.
3. Menganj urkan diterapkannya reformasr
kebijakan nasional (deregulasi) dalam
berbagai sektor kebijakan terutama pada
( deregulasi) ekonomi. Penerapan regulasi
ekonomi pada hakekatnya bertentangan
dengan prinsip dasar mereka yakni
kcpentingan ekspansi global dari investasi
dankapital, proses produksi global, dan
proses pemasaran global.
4. Keyakinan terhadap rivatisasi, karena
privatisasi disandarkan pada alasan efisiensl
dan mengurangi korupsi, namun bagi
mayo.itas rakyat justru ekscs destruktif
yang didapadcan sebab imptkasinya dalah
terkonsentrasinya basis-basis kapital
ditangan segelintir orang dan dengan
kekuasaan superiornya mereka
menentukan harga-harga kebutuhan,
termasuk ebunrhan rakyat.
5. Menyisihkan ilai-nilai )ang mengutanakan
solidaritas osial dan menggantikan dengan
nilai-nilai yang lebihbersifattanggungjawab
individual, karena semangat kolektivisme
sangat kootra produktif dengan logika
efisieisi dan efektifitas yang meijadi motif
mendasar dari kerja faham liberalis (Sri
Redjeki Hanono, Jumal Hukum Spektru4
April2005:8).
Neoliberal masuk dalamperekonomian
negara-negara berkembang melalur
transformasi global dibidang ekonoml yaitu
menyemhkanperekonomiannegara melalui
mekanisme pasar, sementam pemn legam
dibatasi. Dibidang investasi. l iberalisasi
investasi juga merupakan bagian dari
globalisasi pada pelakanaarmya mendorong
kebijaksanaan suatu negara untuk
mengeksploitasi sumber-sumberkekayaan
alam secam besar-besaran dan intensif.
Carut marut hukum dan kebijakan di era
globaLisrsi ini, di samping banyak mengandung
prinsip - prinsip dan nilai - nilai liberal, juga
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banyak yang inkonsistensi, tumpang tindih,
sehingga menimbulkan multi intrepehsi, behnn
lagi ditambah dengn implernenbsi perundang-
undangan yang belum ada peraturan
pelaksanaannya, semakin menjauhkan onna
hukum dari nilai-nilai Pancasila. Oleh kzLrena
itu, pembangunan hukum nasional ke depan
perlu dikembalikan kepada dasar dan asas-
asas kehidupan bangsa yang sesuai dengan
nilai-nilai Pancasila.
Peran Pancasila Dalam Pembangunan
Ilukum Nasional
Sistem hukum menurut Lawrence M.
Friedman (2002:62) terdiri dari tiga unsur,
rneliputi:
a. Substansi hukum, di dalamnya meliputi
" --.-thc actualrule, norm, and behavior
pattern of people i side the system" .
Ini berarti bahwa substansi dalam suatu
sistem bermakna luas, tidak saja stelsel
noma formal, tetapi termasuk pula pola-
pola perilaku sosial dan norma-norma sosial
selain hukurn, etika sosial seperti asas-asas
kebenaran dan keadilan. Jadi komponen
substansi meliputi semua asas dan norma
yang dijadikan acuan oleh masyarakat dan
pemeintah.
b. Struktur hukurn, adalah lembagalembaga
tregara dan pemerintah sesuai dengan
lingkup tugas dan kewelalgannya.
Termasuk dalam komponen ini, antam lai4
1€mbaga pembuat undang-undang,
pengadilan, dan lembaga lain yang diberi
wcwenang unfuk menempkan hukum serta
lembaga yang diberi wewenang untuk
melakukan penildakal terhadap pihak
yang melangga. ketentuan hukum.
c. Budaya hukum, diartikan kesadaran hukum
dari subyek-subyek hukum suatu
komunitas secara keselumhan. Termasuk
sistem nilai dan sikap yang mempengaruhi
huhnn
Sementara menurut Bagir Manan (2003),
hukum nasional seharusnya mempunyai
kandtmgan dimensidimensi tujuan dan serdi-
sendi nasional ssperti:
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1. Hams berisi dan merupakan i saumen yang
dapat mewujudkan kesejahtenan umum
dan keadilan sosial bagi seluuh rakyat.
2. Harus berisikan dan merupakan instrumen
yang dapat mewujudkan masyarakat
Indonesia yang demokmtis dan mandiri
3. Harus berisi dan merupakan instumen
penyelenggaraao negara berdasarkan atas
hukum dan konstitusi. l ang bukan saja
mengandrmg berbagai benhrk pembatasao
kckuasaan, tetapi juga mencerninkan
kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran.
Selain hal-hal di atas, hukum yang akar
ditetapkan atau dibuatjuga harus mengandtug
nilai-nilai hukum yang ada dalam masyamka!
serta memperhatikan kesadaran hukum,
kebuhrhan hukum, dan kenyataan-kenyataan
sosial yang ada dalam masyarakat. Penciptaan
dan penerapan sistem hukum yang tidak
berasal atau ditumbuhkan dari kandungan
masyarakat merupakan masalah, khususnya
dinegam-negara y ng sedang berubah karena
terjadi ketidakcocokan antaxa nilai-rilai yang
menjadi pendul-ung sistem dari negara Iain
dengan ilainilai yang dihayati oleh anggoia
masyarakat itu sendiri (Esmi Warassih
Puj iraha1.u, 200 I ). Dengan demikian maka
pembangunan hukum nasional artinya adalah
membangur seluruh komponen sistcm hukun
yang mempunyai kandungan dimensi tujuan
dan sendisendi nasional, danjika dikaitkan
dengan Pancasila maka rnembangun seluruh
komponen tersebut harus dinaungi dan djiwai
oleh nilai-nilai Pancasila.
Pancasila dan Substansi Hukum
Membangun substansi hukum yang
didasarkanpadanilai-nilai Pancasila, berarti
bahwa seluruh noma hukum Indonesia, baik
tortulis maupun tidak tefiulis harus benumber
dari nilai Pancasila, karena kedudukan
Pancasila dalam pembentukan substansi
hukum melupakall cita huLlrm ata\rcchtsidee,
staatsfundamentalnorrz (kaedah pokok
fu ndamental). Peran Pancasila sebagai c ta
hrrkum ( rechts idee ) dapat secara langsuog
maupuntidaklangsung. Secara langsung, yaihl
melalui mempengaruhi kesusilaan seseorang
atau masyarakat, yang pada gilirannya akan
menghasilkan cara dan kesusilaan umum
dalam membentuk ebiasaan, tata kelakuar,
adat istiadat, dan hukum. Secara tidak
langsnng, yaitu dalam pembentukan hul-um
tidak terhrlis, terlaksana secara berjenjarg,
meialui tahapan-tahapan dari cara kebiasaan
ke tata kelakuan, dari tata kelakuan ke adat
istiadaq dan dari adat istiadat ke hukxn. Setiap
endapan-endapan nilai yang berjenjang berada
dibawah cita moral dan cita hukum.
Sedangkan dalam pembentukan hukum tidak
tertulis, tahapan-tahapan dan endapan-
endapan tidak tedadi. Hul-um dan sistem
hukum dibentuk oleh perseorangan dan
kelompo( baik pejabat maupun wakil-wakil
ralfat.
Hubungan cita hokum dan sistem norma
hukum bergantung dari kesadaran dan
penghayatan pejabat dan parawakil rakyat
terhadap cita hukum yang ada dalam
masyarakat. Selamajiwa dan sanubari para
pembennrk hukum masih diliputi cita hukum
yang sesuai dengan masyamkat, maka hukum
yang terbentuk akan mcncermirkan cita
hukumnya. Namun jika sanubari pembentuk
hulsndijiwaiolehcitahuklrndiluarcitrhukun
masyarakat, hukum yang terbentuk menJ adl
tidak sesuai. Jiwa dan sanubari pembentuk
hukurn sangat dipengaruhi oleh cala pandang,
ua \  asan kebangsaan yang t imbu l  dar i
pengalaman dan pengetahuan para pembenhrk
hukum. Dengan demikian wawasan
kebangsaan dan penahaman cita hukum
Pancasila bagi para pejabat negan dan
pemerintah Indonesia perlu dibentuk
sedenikian rup4 sehingga norma hukum )"ng
dibentuk sesuai dengan ilai-nilai Pancasila itu
sendid.
Peran Pancasila sebagai
staatsfunclamenta lnolm, batk dalarn
konstitusi maupun dalam norma hukum di
bawahnya, harus bersumber dan dij iwai oleh
Pancasila sebagai cita hukum. Cita hukum
Pancasila yang dirumu,skan dalam Pembukaan
UUD 1945 yang merupakan satu kesatuan
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yang tidak terpisahkan dari UUD 1945 itu
sendiri. Oleh karcna itu memahami Parcasila
sebagai s taa tsfun damen talhorm, dapat
diketahui sejauhmana nilai-nilai Pancasila
tersebut erumuskan dalam pasal-pasal yang
tercanhrm dalam Batang Tubuh LiUD 1945.
Kelima sila Pancasila dengan seltnuh niJai
ya[g terkandung didalamnya harus terkait
langsung dengan tugas pokok pemerintah
untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu
melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh nunpah damh Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidLrpan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketcrtiban duniaberdasaxkankemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Kcseluruhannya ini berlangsung dalarn suatu
negara Indoncsia yang merdeka, bersaru,
bcrdaulat, adil dan makmur, sebagaimana
tercantum dalam alinea kedua Pcmbukaan
UUD 1945 (Saaftoedin Bahar, 2007:5).
Penjabaran Pancasila dalam konstirusi,
dan ditindaklanjuti dalam undang-undang,
selanjutnya dalam kebijakan-kebijakan
pemenntah arus dilakukan secara konsisren
dan koheren yang didasarkan pada asas-asas
huLum yang terkandung dalam Pancasila <ian
truD 1945.
Asas pokok Pancasila yang hams ada
dalam setiap produk hukum tersebut meliputi
(Mochtar Kusurnaatrnadja d nArief Sidharta
2000:138-139) :
a. Asas ketuhanan, bahwa tidak boleh ada
produk hulrrm nasional yang bertentangan
dgngan agama atau bersifat menolak atau
bermusuhan dengan agama.
b. Asas perikemanusiaa4 bahwa hukum harus
melindungi warga negan atau menjunjung
[nggi martabat manusia.
c. Asas kesatuan dan persatuan atau
kebangsaan, bahwa hukum Indonesia harus
merupakan hukum nasional yang berlaku
bagi selurui bagsa lndoncsia dan berfirngsi
mempenatukan bangsa Indonesia.
d. Asas demokrasi, bahwa hubungan antara
hukurn dan kekuasaan, kekuasaan harus
tunduk pada hulorm dan bukan sebaliknya.
e. Asas keadilan sosial, bahwa semua warga
negara mempunyai hak yang sama dan
semua omng sama dihadapan hukum.
Kedudukan Pancasila sebagai cita
hukum, sekalipun berada diluar sistem hukum
tetapi tetap menaungi seluruh substansi hukum
nasional. Sernentara Pancasila sebagai
s t aat sfundamen t aln orm berada d.alam
sistem hukum dan mcmpunyai kedudukan
rcninggi dalam tata uruEn hularm Indonesia.
Sehingga semua instownen-inshumen hukum
intemasional yang mengandung nilai-nilai
universal yang sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila dan telah diratif ikasi oleh
Indonesiadapat diadopsi untuk memperkaya
lozzoa hukum Indonesia.
Dalam kemngka sislem hukum lndoncsia
berdasarkan Pasal I0 Undang-undang No.24
tahun 2000 tcntang Perjanjian lntcmasional
yang berbunyi pengesahan perjanjian
intemasional dilal-ukan dengan undang-
undang, apabila berkenaan dengan:(a).
Masalah politih perdamaian, pertahanan, dan
keamanan negam.(b). Perubahan wilayah atau
penetapan batas wilayah negara republik
Indonesia. (c). Kedaulatan atau hak berdaulat
negara. (d). Hak asasi manusia dan lingkungan
hidup. (e) Pembennrkan kaedah ukum baru.
(f) Pinjaman/atau hibah luar negeri, maka
nonna hukurn intemasional dapat sarna dengan
Undang-undang,jika menurut Pasal 1l ayat
(1) maka sama dengan Keputusan Presiden
dan ayat (2), Pemerintah menyampaikan
salinafl setiap Keputusan Presiden yang
mengesahkan perjanjian intemasional k€pada
Dewan Perwakilan Rakyat.
Pembuatan undang-undang tidak lam
adalah suatu proses menuangkan dari sekian
banyak einginan-keinginan, pikiran-pikiran,
cita yang dimiliki oleh individu-individu,
kelompok-kelompok atiau golongan kedalam
suatu bentuk. Namun, ketika segala cita,
keinginan dan pikiran-pikiran tersebut
dituangkan kedalam bentuk bahasa serta
ditr-rliskan, maka akan mulai timbul masalah,
karena telah mengalami reduksi-reduksi
h ingga r idak akan menjejma secara unrh lagi
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sebagaimana yang ada dalam benak piktan
awalnya, karcna bisa tedadi disebabkan
kosakata yang kuang memadai dari suatu
bahasa tau penganrh luar seperti kepentingan
politik, ekonomi dan sebagainya pada saat
ditetapkan dalam suatu peraturan tertulis.
Pembangrman s bstansi hukurn lndonesia
dengan ilainilai Pancasil4 dapat dilalekan
denganprogram legislasi nasional (prolegnas),
yaitu mengharmonisasikan seluruh ketentuan
hukum Indonesia, baik meliputi asas, hljuan,
pasal, dan perah[an pelakananya, maupun
mengharmonisasikan tara undang-mdang
satu dan lainnya, juga dengan hukum
intemasional. Jika terjadi pefientangan antaxa
ketentuan internasional dengan hukum
nasional, maka perlu dipsrtimbangkan dengan
prioritas pada hukum nasional.
Pancasila dan Struktur Hukum
Substansi hukum yang telah dijiwai oleh
nilai-nilai Pancasila di atas, dari aspek struktur
harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur
penyelenggara negara, dan berdasarkan asas
kedaulatan rakyat, maka penjabaran dan
pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh
selunrh lapisan rakyat, baik yang hidup di kota
maupun di desa-desa. harus didengar suara.
aspirasi, dan kepentingannya. Rakyat idak
boleh lagi diperlakukan sekedar obyek dalam
kehidupan berbangsa dan bemegara (Mochtar
Kusumaatmad ja  dan Ar ie f  S idhar ta ,
2000:138-139).
Pembangunan substansi hukum harus
seiring dengan stmktur hukum, yaitu terkait
dengao lembaga negara dan pemerintahan.
Berbagai persoalan kelembagaan dalam sistem
hukum lndonesia, disebabkan subslansi
hukum yang mengatur tentang kelembagaan
inkonsisten satu sama lain, sehingga lembaga
negara dan pcmerintah yang dcmikikan
banyak, belum lagi ditambah dengan adanya
komis i -komis i  independcn (Komis i
Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisr
Yudisial, Komisi Nasioial HakAsasi Manusi4
dan lain sebagainya) yang mempunyar
wcwerumg sendiri - sendiri dengan ruang
lingkup kewenangan yang tidak jelas,
akibatnya ted adi tumpang tindih kcwenangan
(Muladi, 2007:9).Belum lagi ditambah
persoatatrtefiadapaku abilitas kelembagaan
hulcun, sumber daya yang lemah baik secara
mential dan intelektual, sistem peradilan yang
tidak t-ansparan dan mafia bukum: korupsi.
kolusi, dan nepotisme oleh penyelenggara
negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
menjadipenyebab rendahnya kepercayaan
masyarakat terhadap aparat, khususnya
aparat penegak hukum.
Ba[yaknya lembaga pemerintahan dan
negara cenderung tidak efektifdan efisien
apalagi jika kewenangamya tidak jelas.
P€nataan struktur hukum harus juga
dikembalikan pada kebuhrlnn kelembagaan
dan substansi hukum hdonesia yang mengahr
tentang kelembagaan negara dan pemerintah
yang harus dikembalikan pada nilai-nilai
Pancasila yang mengutamakan kepentingan
bangsa dan negara daripada kepentingal
individu dan golongan. Hampir seluruh
kebijakan asional, baik yang dituangkan
dalampe€ur|anpenrndang-mdangalmaupun
keputusan peme.intah sejak tahun 1998
umumnya dipengaruhi oleh pertimbangan-
pertimbangan pragmatis berj angka pendek,
tanpa idealisme. tanpa filsafal lanpa ideologi.
dan tidakjardngjuga tanpa moral (Saafroedn
Bahar, 2007:8). Kuattas penegak hukum yang
dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar
kualitas formal, tetapi tgrutama kualitas
pencgak hukum secara material / substanslat
seperti (Barda Nawawi Arie4 2005 :2-3 ) :
a. Adanya perlindungan HakAsasi ManusB
b. Tegakkan nilai kebenaran, kejujuran,
keadilan, dan kepercayaan antar sesalna.
c. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan
/ Kewenangan.
d. Bersih dari paktek "favoritisme (pilih
kasih)" dan rnafia peradilan.
e. Terwujudnya kekuasaan kehakiman /
penegak hukum yang merdeka dan
tegaknya kode / etik profesi.
I Adanya penyelenggaraan pemuinUlnn yang
bersih dan berwibawa.
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Kualitas aparat penyclenggara
sebagaimana diinginkan masyarakat di atas;
merupakan tuntutan agar penyelenggara
negara, baik legislatif, eksekutif, maupun
yudikatif menghendaki adanya pematuhan
terhadap nilai-nilai Pancasila, karena strukhr
hukum (lembaga beserta aparatnya)
merupakan tiang penyangga dalam sistem
hukum Pancasila. Aparat yang tidak
berkualitas, baik penguasaan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan mental akan
menyebabkan runtulmya suatu sistem hukum.
Nilai-nilai Pancasila yang abstrak masih
perlu dikonlcitkan secara kelembagaan, dan
dioperasionalkan dalam shuktur dan proses
kehidupan berbangsa dan bemegara, yaitu
melindungi seluruh rakyatriya, apapun agama
dan kepercayaan yang dianutnya, tanpa
diskriminasi apapun; mengakui, perlindungan,
penegakan. dan pcmenuhan Hak Asasi
Manusia, baikyal1g terdapat dalam piagam
Perserikatan Bangsa Bangsa maupun dalam
ketentuanhukum nasional. Seluruh mkyatdan
penyelenggara negara harus memahani secara
uhrh seluruh inshumel hukum intemasional
serta instrumen hukum nasional Hak Asasi
Manusia dan menjaga keutuhan negara
Republik lndonesia, dengan pengakuar
kemaj emukan masyamkat, hukum adat yang
berlaku, dan pengakuan terhadap hak-hak
masyarakat adat sebagaimana terkandung
dalam sila persatuan dan dijamin dalam
perafu ran perundang-undangan.
Pemerintahan yarg tclah ditunjuk dan
dipilih ol€h rakyat, harus menjalankan
pemerintahan secarajujur, adil, dan penuh
rasa tanggungjawab kepada seluruh rakyat
tanpa pemihakan kepada golongan, ras, partai
politik tertentu dan mematuhi hukun yang
berlaku serta menjaga kedaulatan l donesia.
baik dari upaya-upaya yang akan
menghancurkan negar 
 
yang datarg dari luar
maupun dalam negeri. Perlu ditanamkan
kepada aparat bahwa rakyatlah yang
berdaulat, sehingga jika pemerintahan
mengingkari prinsip - prinsip ini, rakyat
harus diberikan haknya untuk menentukan
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kcberadaan wakil-wakilnya untuk
menyelenggarakan pemerintahan
Perlu komitnen yangjelas dari seluruh
aparatur negam dan pemerintahan untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia, yaitu menetapkan hukum
dan kebijakan-kebijakan sesuai dengan
aspirasi rakyat. Hukum datr kebijakatr yang
ditetapkan pemerintah yang tidak berpihak
kepada rakyat harus dihapuskan. Oleh
karenany4 keberadaan Mahkamah Konstitusi
harus ditingkatka4 karena lernbaga ini adalah
pengawal konstitusi dan karenanya pernerintah
han$ mentaati keputusan lembaga ini. Rrkyat
dan wakil-wakilnya harus mendesak
pemerintah agar selalu mematuhi setiap
keputusan yang dikeluarkan oleh lcmbaga ini.
Kebijakan daa hukum <lalam pengelolaan
sumberdaya lam yang tidak adil harus
dihapuskan, dan digantikan dengan kebljakan
dan hukurn yang prorakyat, bcrkeadilan,
transparan, baik proses maupun hasilnya,
termasuk juga akibat-akibat yang akan
ditimbulkarnya. Kesemua ini ditentukan oleh
kepedulian dan kesadaran seluruh aparatur
negara dan pemerintah, dan seluruh rakyat,
untuk kembali memahami dan menghayari
Pancasila sebagai ideologi dan dasar ncgara
Indonesia.
Pancasila dan Buday. Hukum
Penbangunan hukum juga tidak dapat
dilepaskan dari pembangunan kultur atau
budaya hukun, baik budaya hukum
masyarakat, aparat, maupun para akademisi
yang banyak mengkaji hukum, agar
mengembalikan tatanan budaya hukum
Indonesia kepada budaya hukum Indoncsia.
Budaya hulum (/eg.r/ culrure) mcncakupjuga
mengenai kasadaran hukum. Budaya hukurn
lebih luas ruang iingkupnyajika dibandingkan
dengan kesadaran hukum karena budaya
hukum dapat ditemui pada sctiap kehidupan
masyamkat, walaupun dalam komunitas yang
sangat kccil. Hul-um merupakan bagian dari
buday4 dan oleh karena itu hukurn tidak dapat
dipisahkan darijiwa dan cara berpikir dari
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kehidupan masyarakat, sehingga dapat
dikatakan babwa hukum merupakan refleksi
darijiwa dan cara berpikirmasyardkat Hukun
dihmtur! dibalasi, dan ditetrtukan bekoja atau
tidakny4 berlaku atau tidalnya oleh kekuatan
masyarakat. Hukum suatu bangsa bukan
men4akar kumpulan sejujr ahperau.|rall saja
tehpi suatu banBman yang mempunyai watak
dan makna. Unruk itu h ukum harus dipelajari
juga mengenai watak dan makna yang ada di
dalamnya.
Suah sistem hukum dimanryun di dunia
ini, selalu mencoba untuk melakukan
perciftaar' din ( selfdefining ), sebagai salah
satuusaha untuk msrnasukkan tradisi dan nildF
nilai kedalam sistem hukum, datr oleh
karenany4 sistem hukum itu s€lalu tertanam
kedalam apa yang disebut der,gul" a pecaliar
form of social /it " (Satjipto Rahardjo,
2006: 144). Dengan mengenal budaya hukura
manusia mengetahui berbagai cara untuk
Mlukum. Kondisi masyarakat Indonesia saat
ini ditandai dengan timbulryadegadasi budaya
hukummasyaxakat menurumyakesadaran
akan hak dan kewajiban masyarakat,
maraknya kasus main hakim sendirr,
ketidakpedulian terhadap sesama dan
tingkungan, termasuk tidak dimilikinya rasa
nasionalismg ol€h aparatur dan masyamkat.
Kesemua ini berakibat menurunnya tingkat
k rcd ib i l iLas  lndones ia  d imata  dun ia
intemasional.
Budaya hukum masyarakat merupakar
pemikiran manusia dalam usahanya mengah[
kehidupaonya; dikenal tiga budaya hukum
masyaraka! yaltr budaya hukum t€dulis, tidak
rcrtulis, dan kombinasif. htilah budaya hukum
digunakan ultuk menunjukkan eadisi hukum
yang digunakan untuk mengatur kehidupan
suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat
hukum yang sederhana kehidupan tllasyankat
demikian ketat oleh solidaritas mekams,
persamaan kepentingan dan kesadaran,
sehingga masyarakat lebih menyerupai satu
keluarga besar hukum yang tidak tertulis (Lili
Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra,2003:104-
105).
Dalam budaya huku4 Pancasila dapat
diperankan untuk menjadi filter masuknya
budaya asing lang tidak sesuai dengan nilar-
nilaiPancasil4sekaliguspeoanamannilai-nilar
rcligtus kepada masyarakat Nilai-nilai ni perlu
ditaMmkan dan dico[tohkan oleh aparatur
negara dan pemerintah dengan cara
monegald@n hukwn tanpa dislaiminasi, karcna
budayr hukum Indonesia masih terfokus pada
figur-figur !er!e[tu, sehingga irldividu yarg
neojadi figur harus lebih memberi teladan,
uttk bersikapjujur, ad{ tidak konsumtif, dan
banyak lagi nilai-nilai moral yang dapat
dijadikan pedoman aaam membentrk budaya
hulqlrll
Peningkatan sumberdaya manusia,
melalui pendidikan perlu ditekankan untuk
m€ngisi materi muatan nilai-nilai Pancasila
dalam setiap kurikulum pada setiap level
pendidikan. Para akademisi hukum yang
mengkaj i hukum dalarn berbagai aspek dan
dimensinya, perlu membangun konsep-
konsep hukum yang berorientasi pada
keilrnuan hukum Pancasila, melalui kajian-
kajian hukum yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat, dan mengembangkan
paradigrna hukum yang tidak semata-mata
sebagai norma yang kaku dan sempit, akan
lelapi suatuparadigma hukum yang sesuai
dengan tuj uan dasa! dari hukum il u send iri.
yaitu untuk kebahagiaan seluruh masyarakat.
Ilmuwan hukum Indonesia banyak
terfokus pada pengkaj ian hukum yang lebih
condong berkiblat pada hukum-hukum Barat
berdasa*arnuilai-nilailiberalbukanttrmbuh
dari alam lndonesia serdiri (Sacipto Rahardjo,
2000:4). Hal ini perlu dievaluasi, karena ilrnu
hulum 1rarg dipelajari para nahasiswahulum
banyak dipenginthi alimn positivis yang lebih
menitikberatkan pada kepastian hukum
dibadingkan pada kemanfaatan dan keadilan
yang menjadi tujuan hukum, te.nasuk pula
melepaskan hukum dari konteks moral dan
realitas osial. Pandangan yang sempit dalam
mengkaji hukurn, akatr menjauhkan hulom itrr
sendiri dari masyarakat, oleh karenanya
muatan kurikulum hukum '"ng sesuai dengan
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nilai-nilai Pancasila hanu memardang hukum
secara lebih luas, termasuk aspek nilai dair
sosial dalam kehidupan masyamkat Indonesi4
sehingga kan melahirkan hukum dengan crn
khas Indonesia, atau hukum yang berisikan
nilai-nilai Pancasila yang akan membenruk
budaya hukum Pancasila.
III, PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil pembahasan
terhadap ermasalahan yang telah diuraikan
pada bagian terdahulu, maka dapat
disimpulkan simpulan sebagai berikut:
l. Globalisasi mempengaruhi aspek-aspek
kehidupan anusia, dalam berbagar bidang,
baik ekotromi, politik, sosial, budaya dan
hukum suatu negara, yang terjadi akibat
pesatnya perkemba[gan teknologi
komunikasi. rransportasi dan informasi.
sehingga menjadikan hubungan negara-
negara saat ini menjadi satu pErtampugan
global.
2. Implikasi globalisasi terhadap tatanan
hukum Indonesia, yang terutama masuk
melalui beberapa perj anj ian-perjanj ian
intemasional yang telah diratif ikasi.
berpsngaruh terhadap sistem hukurr\ yaitu
dari aspek substansi dengan semakrn
banyaknya pemhrdn penmdang-undangan
yang menganut paham liberal atau neo-
libeml, dari aspek struktur mempengaruhi
aparatur negara dan pemerintah dalam
menetapkan kebij akan-kebij akan yang
cenderung pro-negara maju tanpa
memperhatikan kondisi masyarakat
Indonesia, dan dari aspek kultural
mempengaruhi cara pandang, sikap, dan
perilaku masyarakat yang cenderulg
individualistik terhadap kepatuhan dan
kesadaran akan hak dan kewaj iban dalam
huhm
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3. Pancasila sebagai deologi dan dasar
negam, dalam pembangunan hukum
nasional merupakan rechtsidee dan
staatsfundamenlalnorm yang perlu
dijabarkan dalam asas-asas hukum dan
dioperasionalkan dalam norma hukum.
Pancasila berperan sebagai pemandu
norma hukum, baik secara substansi,
sa:kor, maupun budaya hukua sckaligus
sebagai f i l ter kesesuaian terhadap
instumen-instrunen hukum inlemasional
yang akan diberlakukan; juga menjadi
pedoman bagi lembaga negara dan
pemerintah dalam merumuskan,
melalsanakan, dan menegakkanhukum,
serta pedoman bagi masyarakat dalam
bersikap dan berperilaku.
Ssran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penuiis
memberikan sarar/ rekomendasi kedepan,
)"rtrx
l. Guna memperkecil pengaruh negatif
globalisasi dan <lalam rangka pembalgunan
hukum nasional disarankan untuk
melakukan rekonstruki dan revitalisasl
nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan dan
pemtrran pelaksananya sehingga Pancasila
dapat dijadikan tolok ukur untuk
menentukan pemturan mana yang perlu
dircvisi daD peratuan mana yang perlu
dibatalkan keberlakuannya
2. Perlunya persamivm persepsi diantara
seluruh aparat negara dan p€meriffah serta
masyarakat untuk tidak lagi berfikir ala
positivis saja, akan tetapi melengkapinya
dengan cam pandang sosiologis, sehingga
pembangunan hukum nasional akan
mencapai tujuan yang meliputi kepastian
hukun kemanfaatan. dan ke3dilan.
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